
I. Pa&al 18 ayat (6) Undang .. Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da1am 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; <f' 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbanpn sebep.imsoa 
dimaksud pada huruf a clan huruf b, perlu 
menetapkan Pera turan Bupati ten.tang 
Pcnyampeian Laporan Hatta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Li.ngkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo; 

Menimbang a. bahwa sesual ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap 
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk 
melaporkan dan mengumumkan kekayaannya 
sebelum dan setelah menjabat; 

b. bahwa dalam rangka mc:ngefek:tifkao kewajiban 
.pelaporan kekayaan sebagaimana dimabud pada 
huruf a serta untuk memperkuat lmmitmen 
dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, perlu .rnenyusun dan rnengatur 
penyampaian laporan harta kekayaan bagi 
~nyelenggara Negara m lingkungan Pemerintah 
:Kabupaten Pwworejo yang ditetapkan dengan 
Pera.turan Bupati; 
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Dala.ln Pt:raturan Bupati ini. yang dimaksud dcngan: 
). Daerah adalab Kabupaten Purworcjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati eebegai unaur penycleDgpra 

pemerintahan daenlh yang momimpin pelakaanaan W'UIIIID 
pemerintahan yang menjadi kewenanga.n daerah otooom. 

3. Bupa.ti ad•Jab Bupatl Purworcjo. 
4. Peranglcat Daereh ada)ah Perangkat Daerah KAbupaten 

Purworcjo. 
5. Sekretaria Daerah adalab SekretaruJ Daerah Ka.bupatcn 

Purworcjo. 
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalenla!n 

fungsi ebekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara aesuai dengan 
ketentuan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. t/' 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Mcnetaplcan : PERATURAN BUPATI TENTANO PENYAMPAIAN 
I..APORAN HARTA I<EKA Y MN PENYELENOOARA 
NEGARA DI LINOKUNGAN PEMERrNTAH 
KABUPATEN PURWOREJO 

MEMU'l'USKAN; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Beraih dan Bebas dari 
Korups], Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomof 38411: 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoneeia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebegaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembanm Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 
5679); 

 



{3) Daftar name Penyelenggara Negara sebagailna:Da dirnanud pads 
aye.t (2) ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHKPN dengan 
Keputusan Bupati. (/c 

(2) Pen~ggara Negara srbegairnana dimaksud pada ayat (1) 
terdirl aeas: 
a. Bnpeti; 
b. Wllkil Bupo.ti Purworejo; 
c. Ptjabat Pimpinan Tinggi Prawna (11etera eselon DI; 
d. Pejabat Adminietrator (seta:ra eselon ITJ); 
e, Pejabat Pengawa• (setanl esdon lV); 
r. Pejabat Pelaksana {setara eaelon V); 
g. Panitia Penp.daan Barang/ Jeaa Pll:m.erintah; 
h. Pejabat Penp.daan Barang/JQlla Pcmcrintah; dan 
,. Aud.itor/Penga.was Penyelenggara Uruaan Pemerintahan 

Daerah. 

{l) Setiap Penyelenggara Negara di linglrungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo wajib melaporkan aeluruh Barta Kdulyaan 
yang dimilikinya aebelum, aelama dan eetelah memangku jabatan 
kepada KPK dengan menyampaiken LHKPN. 

PENY AMPAJAN LHKPN 

Paaal 2 

BABll 

7. Komiei Pemberantasan Korupei, yMg !!Clanjutnya dising)'8.t KPK, 
adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupei 
sebagaimana dimaksud daJam ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

8. Laporan Harta Kekayaan Penyclenggara Negara, yang selanjutnya 
disingka.t LHKPN, adalah dafter seluruh harta kekayaan 
Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN 
yang ditetapkan oleh KPK. 

9. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh 
~e!cnggara Negara beserta ielri/suami dan anak yang maaih 
menjadi tanggwlgll.D, berupa harta bergerak, harts tidak 
bergerak, dan hak-hak .la.inya, yang dapat dioilai dengan uang 
yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, aela.ma dan 
11etelah memanglcu jabatannya .. 

10. Wajib Lapor LHKPN adalah Penyelenl!l!ara Negara di lingkungan 
Pemerintah Ka.bupaten Purworejo yang wajib mengisi dan 
melaporkan seluruh harta kekayaannya dalaJn ionnuliT LHKPN 
yang ditetapkan oleh KPK. 

 



(2) LHKPN aebagaimana dirn•k•ud pada ayat [I] dlbuat daJarn 2 
(dual rangkap, 1 (aatu) ranglc:ap disampalkan kepada KPK dan 1 
(811tu) rangkap disimpan oleh Wajib Lapor LHKPN yang 
bel'88Ilgku tan. 

(3) Wajib Lapor UIKPN yang mcngisi fonnulir LHKPN aecara daring 
(ordinel, menyampa.ikan bukti pengi.sian LHKPN kepada 
Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Sekretariat/Pengelola 

LHKPN. " 

(1) Wajib Lapor LHKPN yang mengisi fonnulir LHKPN secara manual, 
menyampeikan LHKPN yang telah diisi kepeda KPK melalui 
Perangkat Daerah yang ditunjuk eebapi Se~tariat/Pengdola 
UUCPN deogan dilaroplri fotokopi akta/bukti/surat kepernilikao 
harta kekayaan yai:lg dimiliki. 

(2) Pcnyampaiao LHlCPN aebagaimana diroaksud dalaro Pasal 3 ayat 
(II huruf b sarnpai dcngan hurul e dila.kukan denpn 
mengunakan formulir LHI<PN model KPK-B. 

PuelS 

(l) Penyampaian LHKPN sebegaimaoa dimakaud dalam Paaa1 3 ayat 
(1) huruf a dilakukan dengan mengguna.kan formulir LHKPN 
model KPK-A. 

Paaal 4 

{2) Pengieian dan penyainpaian LHKPN sebagaimana dinmksud pada 
ayat (I) dapat dilakukan dengan cara: 
a. manual; atau 
b. daring (online) melalui laman (website} http:/ /kpk.go.id. 

(3) Dalam ha1 Wajib Lapor LHKPN meninsgal dunia, m.aka 
pen,yw:npaian LHKPN dilakukan oleh ahli warisnya. 

(1) Wajib Lapor LHKPN wajib mengiei dan meoyampaikan UiKPN 
paling lam.bat 2 (dua) bu1an setclah: 
a. mcnduduki jabatan untuk pertama kali; 
b. promosi atau mutasi; 
c. mendudukijabatan yang aama selama 2 (dual tahun; 
d. berhenti/diberhenti.kan dari jabatannya; atau 
e, pensiun sebagai pegawai negieri sipil. 

 



(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
n,empunyai tugas sebagai berikut; 
a. mmgkoorclinasikan dan mengelola LHKPN; 
b. menyampaikan UIKPN kepada KPK; dan 
c. melaporkan ha4il Pf'laksaoaan pengelolaan LHKPN kepada 

Bupati mela1ui Sekretaria Daerah. ,Jt 

(2) Susunan kcanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagairnana 
dimaksud pada ayat (l) terdiri dari: 
a. penanggungjawab : Bupati; 
b. kerua : Sekretaris Daerah; 
c. wakil ketua : Asisten Sekrctaris Daerah yang 

membidangi kepep.wa.ian; 
d. sekretaris : J<epala Perangkat Daerah yang 

menyelengarakan ut'llll8ll pcmerintaban 
daera.b di bidang kepegawaian; 

e. anggota : 1. Tnspektorat Kabupaten Purworejo; 
2. kepala bagian di linglrungan 

Sekrctariat Daemh yang mempunyai 
tupAS pokok dan funpi 
pengoordinaaian bidaDg kepepllJai.an: 

3. kepala begian di lingkungan 
Sdaetariat Daerah yang mempunyai 
tugaa poko1' dan fungai 
pengoordinasian bidang hukum. 

(1) Untuk mengelola dan mengkootdinir penyrunpaian LHKPN 
dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pllsal 6 

TIM PENGELOLA LHKPN 

BABm 

(4) Terhadap penyampaian LHKPN aebe.gaimana dimaksud pada ayat 
(1) clan ayat (2), Perang)Lat Daerah yang ditunjuk sebagai 
Sekretatiat/Pengelola LHKPN memberikan aali lal'lda terima dari 
KPK kepada Wajlb Lapor LHXPN dan menyimpen fotokopi tanda 
terima dari KPK. 

 



(2) Sankai aebegaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 
pemberian peringatan tertulis eebanyak 3 (tip) kali, dcngan 
tengpog waktu antara peringatan keaatu, kedua dan ketiga 
ad•lah eclama l {aatu) bulan. jt 

{11 Wajib Lapor LHKPN sebagairnena dirnehud dalarn Pua! 2 ayat 
(3) yang tidak melaporkan harta kekayaannya aesuai dengan 
bataa waktu yang telah ditentukBn dikenakan 8Pllbi berupa 
peninjauan kembali {penundaaD/pembatelao) pengangakatan 
Wajib Lapor LHKPN dalarn jabatan struktural/fungsional 
dan/atau sanlari lainnya eesuai keteotuan peraturan perundang­ 
uod•npn. 

Pasal8 

SANKSJ ADMJNJSTRASI 

BAB IV 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengclola LHKPN 
scbagi>imana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat ( 1) dibentuk 
Sclaetariat Tim Pengelola LHKPN dan ditunjuk Pejabat Pengelola 
LHKPN Perangkat Da.erah yang ditetapkan dengan Kcputu!Mlll 
Bupati. 

(2) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN scbagaimana diroakflld pada 
ayat (1) berkedudukan di Perangkat Oaerah yang 
menyelienggarakan urusan pemerintahan daerah di bldang 
la:pega.waian. 

(3) Sekretariat Tim Pengelola LHK.PN sebagaimana dimakeud pa.de 
ayat [I] mempunyai tugas: 
a. menginvenfflrisir Penyelenggara Negara yang diwajibkan 

menyampaikan LHKPN; 
b. memberikan asietc:nai pengisian formulir LHKPN; 
c. me.nyampaikan formuliT isian LHKPN kepada. Wa,jib Lapor 

IJ-IKPN dan menerima salinan reei at.au bukti pengjaian 
formulir LHKPN secara daring (online} dari Wajib Lapor 
LHKPN. 

{4) Pejabat Pengelola LHKPN Perangkat Daerah 9Cbagaimana 
dimaksud pada ayat {II bertugas mengumpulkan dan 
mengkoord.in.ir penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN di 
linglcungan Perangkat Daerah masing-masing untuk aclanjutnya 
di3ampe.ikan kepe.da Tim Pengelola LHKPN. 

Pasal 7 

 



BERJTA DAERAH KABUPATEN PURWOR.EJO 
TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI B NOMOR 38 

TRI HANDOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pa.da tanggal 34 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAE~R KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

AOUS BASTrAN 

SUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 24 0111:oller 2016 

Peraturan Bupa.ti ini muJai bcrla.ku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

KETENTUAN PENlITUP 

Pasa.19 

BABV 

 


